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PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU
TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA

BERSAMA)

Nurmiati
Abstrak

PT.Karya Bina Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan ekspor maupun impor produk-produk karet dan telah beroperasi
selama 10 tahun. PT.Karya Bina Bersama mempunyai pekerja yang berstatus
pekerja waktu tidak terlentu dan juga pekerja wakiu tidak tertentu. Para pekerja
waktu tertentu menuntut kenaikan upah pada pengusaha karena penghasilan
pekerja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja
yang disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BEMj). Setelah pengusaha
menaikkan upah para pekerja waktu tertentu, dilakukan perbaruan perjanjian kerja
pada para pekerja sebelum berakhir perjanjian kerja tersebut Bagaimana
perubahan perjanjian kerja terhadap pekerja wakiu tertentu setelah kenaikan
upah? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelifian
hukum empiris. Dari hasil wawancara penulis, diketahui bahwa pembaruan
perjanjian kerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 592 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan karena belum berakhimya perjanjian kerja yang lama.
Dan menurut ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan seharusnya para pekerja wakiu tertentu PT, Karya Bina
Bersama berubah status menjadi pekerja waktu tidak tertentu. Sebaiknya PT.
Karya Bina Bersama tidak membuat perjanjian kerja wakiu tertentu yang baru,
meskipun dinaikkan upah pokok para pekerjanya. Perjanjian kerja waktu tertentu
baru dapat diperbarui setelah melewati 30 (tiga puluh) hari berakhimya perjanjian
kerja yang lama.

A. Pendahuluan diawali dengan suatu masa yang

Pertumbuhan penduduk yang sangat suram  yakni  zaman
semakin tinggi dan penyebaran perbudakan di  mana lerjadi
penduduk yang kurang seimbang, penindasan dan perlakuan di luar
merupakan faktor vyang amat batas kemanusiaan yang dilakukan
mempengarchi  tentang  masalah aleh pihak-pihak yang
ketenagakerjaan di tanah  air berkemampuan secara sosial
indonasia, Dalam literatur  hukum ekonomi maupun penguasa pada
perburuhan yang ada, riwayat masa itu.

hubungan perburuhan di Indonesia
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Jika hubungan antara pekerja
dan pengusaha tetap diserahkan
sepenuhnya kepada para pihak,
maka tujuan hukum perburuhan
untuk menciptakan keadilan sosial di
bidang perburuhan akan sangat sulit
tercapai, karena pihak yang kuat
selalu ingin menguasai pihak yang
lemah. Pengusaha sebagai pihak
yang kuat secara sosial ekonomi
akan selalu menskan pihak pekerja
yang berada pada posisi yang
lemahfrendah.

Atas dasar itu, pemerntah
secara berangsurangsur turut serla
dalam menangani masalah
perburuhan melalui berbagai
peraturan perundang-undangan yang
membenkan kepastian hukum
terhadap hak dan kewajiban
pengusaha maupun pekerja. Campur
tangan pemerintah dalam bidang
perburuhan melalui peraturan
perundang-undangan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
telah membawa perubahan
mendasar yakni menjadikan sifat
hukum perbunihan menjadi ganda
yakni sifat privat dan sifat publik. Sifat
privat melekat pada prinsip dasar
adanya hubungan kerja yang ditandai
dengan adanya perjanjian kerja
antara pekerna dengan pengusaha
Sedangkan sifal publik darn hukum

perburuhan dapat dilihat dari adanya
sanksi pidané, sanksi administratif
bagi pelanggar ketentuan di bidang
perburuhan/  ketenagakerjgaan dan
dapat dilihat dari adanya ikut campur
tangan pemerintah dalam
menespkan besamya standar upah
{upah minimum}.

Hubungan kerja merupakan
hubungan anfara pekerja dengan
pengussha yang terjadi setelah
adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal
1 angka 15 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeraan disebutkan bahwa
hubungan kerja adalah hubungan
antara pengusaha dengan pekerja
berdasarkan perjanjian kerja yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah
dan perntah, Dengan demikian
jelaslah bahwa hubungan kerja teradi
karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekena.

Saat ini masih banyak pekerja
yang tidak mengerti akan hak dan
kewajibannya  sehingga banyak
pekera yang merasa dirugikan oleh
pengusaha yang  memaksakan
kehendaknya pada pihak pekerja
dengan mendikiekan perjanjian kerfja
tersebut pada pekerjanya. |Isi dari
penyelenggaraan hubungan kerja
tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan  dalam  undang-undang
yang bersifat memaksa ataupun yang




bertentangan dengan tata susila yang
berlaku dalam masyarakat, ataupun
ketertiban umum. Bila hal tersebut
sampal terjadi maka penanjian kerja
lersebut dianggap tidak sah dan
batal. '
Perjanjian  kerja memegang
peranan penting dan merupakan
sarana untuk mewujudkan hubungan
kerja yang baik dalam praktek sehari-
hari, maka perjanjian kerfa pada
umumnya hanya beraku bagi pekerja
dan pengusaha yang mengadakan
pernanjian kerja. Dengan adanya
peranjian kerja, pengusaha harus

mampu memberikan
pengarahan/penempatan kerja
sehubungan dengan adanya

kewajiban mengusahakan pekerjaan
atau menyediakan pekerjaan, yang
tak lain untuk mengurangl jumlah
pengangguran di Indonesia.

Walaupun suatu perjanjian kerja
telah mengikat para pihak, namun
dalam  pelakasanaannya sering
berjalan tidak seperti apa vyang
diharapkan misalnya masalah jam
masuk  kerja, masalah upah,
sehingga menimbulkan perselisihan
paham mengenal hubungan kerja
dan akhimya terjadilah pemutusan
hubungan kerja.

Tenaga kerja merupakan
fakior produksi yang masih belum
terpenuhi  hak-haknya dan senng
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diperlakukan
kerja melampaui bafas, upah fidak
layak, upah minimum  belum
dilaksanakan, jaminan sosial kurang
diperhatikan =zhingga pekerja masih
ada juga vyang hidup dalam
kekurangan. Tujuan pekerja bekerja
adalah untuk memperoleh upah
sebagai imbalan atas tenaga yang ia
keluarkan, dan upah bagi pekera
sebagai akibat dari perjanjian kerja
yvang merupakan fakior utama,
karena upah merupakan sasaran
penting bagi pekerja guna
menghidupi pekerja dan keluarganya
demi kelangsungan hidupnya.

sSemena-mens, JAT-

Dua pandangan yang berbeda
antara pengusaha dan pihak pekerja
mengenai upah yaitu di satu pihak
pekerja melihat upah sebagai
jaminan hidup karena harus diperoleh
sefinggi mungkin, sedangkan pihak
pengusaha melihat upah sebagai
komponen biaya produksi maka upah
harus ditekan serendah mungkin.
Akibat dari perbedaan pendapat atau
pandangan dari kedua belah pihak
inilah yang merupakan sumber
perselisihan yang sering terjadi.
Kedudukan pekerja sebagai individu
dalam  hubungan kera masih
tergoiong lemah, dalam hal ini
pekerja sering menuniut perbaikan
upah, biasanya hal ini tidak dipenuhi
oleh pihak pengusaha. Tuntutan dar
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pihak pekerfa kemungkinan kecil
akan berhasil, tetapi keberhasilan itu
selalu dibayang-bayangi akan adanya
pemecatan dan juga ancaman akan
diputuskan hubungan keganya
apabila pekerja tersebut berbuat di
luar kehendak pengusaha vyang
sudah ditetapkan.

Mulzi tanggal 1 Oktober 20035,
pemerintah mengumumkan kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dengan naiknya harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) tersebut, dalam suatu
perseroan telah menimbulkan banyak
permasalahan antara pekerja dengan
pengusahanya misalnya mengenai
masalah upah/gaji yang dinilai sudah
tidak mencukupi kebutuhan hidup
para pekerna sehan-han berhubung
dengan kenaikan harga-harga barang
vang diakibatkan kenaikan harpa
BBM tersebut.

PT. Karya Bina
sebagai lingkungan pekerja tertentu,
pelaksanaanfpenyelenggaraan
hubungan kerjanya pun tidak terlepas
dari permasalahan.
Pemasalahannya yang timbul adalah
dari kepentingan pihak pengusaha
maupun kepentingan pihak pekerja,
yaitu masing-masing pihak menuntut
agar selalu diperhatikan oleh pihak
lainnya dalam hubungan kerja

Bemama

tersebut, walaupun tuntutannya itu
menyimpang dari peranjian kerja

yang telah disepakati bersama,
karena pekera menuntut kenaikan
gaji vyang dinilai sudah tidak
mencukupi kehidupan buruh sehari-
hari yang diakibatkan kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak yang sebetulnya
secara hukum hal tersebut tidak
dapat dilskukan mengingat para
pekerfa mash  terkal  dalam
perjanjian kerja selama 2 tahun.

Pengusaha menuntut pekerja
agar bekerja dengan semangat
penuh karena pengusaha sedang
mengejar target dan pengusaha
enggan menakan upah pekerja
disebabkan kontrak kerfa pekera
tersebut belum berakhir, Dan upaya
pengusaha sebelum kenaikan BEM
adalah menaikkan upah lembur bagi
pekerja-pekarjanya agar para pekerja
bekerja dengan semangat penuh.
Namun dengan keadaan ekonomi
sekarang ini yang serba tidak stabil
mémpengaruhi semangat kerja para
pekerja menjadi menurun drastis
akibat harga barang-barang
kebutuhan hidup sehari-han juga ikut
naik dan menyebabkan penghasilan
para pekerja  otomatis tidek
mencukupl kebutuhan hidup pekerja
sehari-hari dan semangat kerja para
pekerja juga ikut menurun. Penjualan
produk-produk.  karet yang dalam
sebulan kira-kira mencapai 1350
ton/bulannya sebelum kenaikan BEM,




menjadi +300 ton/bulannya akibat
kenaikan BBM tersebut. Dan upaya
dari pengussha untuk menghadapi
kendala tersebut adalah menjanjikan
kenaikan upah pada para pekerja
apabila para pekerja mampu bekerja
dengan semangat penuh. Hal ini
menyebabkan para pekera bekerja
dengan semangat kerda vang
menggebu-gebu karena
menginginkan upah seperti yang
dijanjikan oleh pengusaha. Dengan
dipenuhi tuntutan para pekerja yaitu
dinaikkan gaji pokok masing-masing
pekerja sebesar 10% oleh pengusaha
mengakibatkan penjualan bermacam-
macam jenis karet yang semula dan
bulan Oktober tahun 2005 sampal
dengan bulan Desember tahun 2005
yang dalam sebulannya kira-kira
mencapai jumlah ¢ 300 ton akibat
kenaikan harga BBM. Dan pada
bulan Januari tahun 2006, penjualan
berbagai macam jenis karet menjadi
sejumlah +400 tonfbulannya
dikarenakan pihak pengusaha
menaikkan upah/gaji pokok masing-
masing pekerja sebesar 10 %.
Menurut pengamatan penulis
bahwa turunnya semangal kerja,
banyak faktor vyang  menjadi
penyebabnya, misalnya upah terdalu
rendah, insentif kurang terarah,
lingkungan ketja fisik yang buruk,

lingkungan sosial yang kurang
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menyenangkan dan masih
bermacam-macam Sebab [ainnya.
Tetapi sebetulnya prinsip turunnya
semangat kerja disebabkan
ketidakpuasan para pekeja baik
pada barang material (upah, jaminan
sosial fasilitas material) maupun pada
bidang non materal (penghargaan

sebagai manusia, kebutuhan
berpartisipasi, harga dir). Bila tidak
diketahui sebab-sebab turunnya

semangat kerja, maka pemecahan
permasalahan yang ftimbul hanya
akan bersifal tambal sulam semala-
mata atau hanya pada
permukaan/kulitnya.

Dalam hubungan kera timbul
perselisihan antara pihak pengusaha
dan pihak pekerja biasanya berpokok
pangkal karena ada perasaan-
perasaan kurang puas. Pengusaha
memberikan kebijaksanaan yang
menurut pertimbangannya sudah baik
akan diterima oleh para pekefa,
namun para pekena yang
bersangkutan mempunyai
pertimbangan dan pandangan yang
berbeda-beda, maka  akibatnya
kebijaksanaan yang diberikan
pengusaha itu menjadi tidak sama,
pihak pekerja yang merasa puas
akan tetap terus bekerja sedangkan
pihak pekerja yang merasa tidak
puas akan menunjukkan semangat
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kerja yang menurun hingga terjadi
perselisihan-perse-ﬁsihéh.

Dalam ﬁubungan kega di PT.
Karya Bina Bersamd timbullah
perselisihan dimana pihak pekerja
menuntut kenaikan upah dan pihak
pengusaha enggan menaikkan upah
pekerja tersebut karena para pekerja
masih terikat kontrak ketja selama 2
tahun sehingga timbullah
perselisihan. Pengusaha enggan
menaikkan upah para pekerja karena
melinat ketentuan Fasal 59 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yakni:
"Pembaruan perjanjian kerja waktu
tetlentu hanya dapat diadakan
setelah melebihi masa tenggang
wakiu 30 (tiga puluh} hari berakhimya
perjanjian kerja waktu tertentu yang
lama, pembaruan perjanjian kerja
wakiu tertentu ini hanya baleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling
lama 2 (dua) tahun". Alas dasar itulah
pengusaha enggan menaikkan upah
pekerja dan apabila upah para
pekerja tidak dinaikkan, maka para
pekerja akan bekerja dengan
semangat yang menurun dan
menyebabkan penjualan bermacam-
macam jenis karet otomatis akan ikut
menurun dan perusahaan tersebut
juga akan terancam bangkrut Upaya
pengusaha mengatasi permasalahan
yang timbul adalah menjanjikan

kenatkkan upah terhadap para
pekerjanya apabila bekerja dengan
semangat Oengan janj
terseput, para pekerna bekerja
dengan semangat penuh dan pada
akhimya menyebabkan penjualan
bermacam-macam jenis karet
mengalami  peningkatan.
sesuai dengan janji pengusaha
tersebut, maka pengusaha memenuhi
janjinya dengan menaikkan upah
pokok para pekerja sebesar 10%,
meskipun  kebijakan  pengusaha
tersebut bertentangan dengan Pasal
59 ayat (8) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

penuh.

Karena

Berdasarkan uraian tersebut di
atas, penulis merasa terfarik untuk
membahas permasalahan ini dalam
satu tulisan Karya limiah dengan
judul “"Perubahan Perjanjian Kerja
Terhadap Status Para Pekerja Waktu
Tertentu Setelah Kenaikan Upah
(Studi Kasus PT. Karya Bina
Bersama),”

B. Pembahasan

PT. Karya bEina Bersama
adalah perusahaan yang berbadan
hukum yang melaksanakan perjanjian
kerja dengan pekerja. Perjanjian kenja
tersebut dilakukan dengan jangka
wakiu tertentu maupun jangka waktu
tidak tertentu. Peranjian kena yang




dilskukan PT Karya 3ina Bersanii
telzh dﬂaksanakan- sejak lama, yaitu
sejak perusahaan ini berdin pada
tahun 1926 dan hal ini berlangsung

hingga sekarang. Mengenai
pelaksanaan perjanjian kerja,
dilakukan mengikuti peraturan

perundang-undangan vyang beraku
sejak dulu hingga sekarang.

Peranjian kerja dilakukan
dengan jangka waktu terientu dan
jangka waktu tidak tertentu. Menurut
peraturan penindang-undangan
negara Republik Indonesia, perjanjian
kerja diatur dalam berbagal macam
peraturan yang dapat dijadikan bahan
acuan dan dasar hukum pelaksanaan
perdanjian kena. Dalam Pasal 1601
huruf (g) Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPer) dikatakan
bahwa perjanjian kerja adalah suatu
perjianjian di mana pihak buruh
mengikatkan dii untuk di bawah
perintah pihak lain, dalam hal ini
majikan dengan menerma upah.

Selain Kitab Undang-undang
Hukum  Perdata, diatur juga
mengenai perjanjian kerja di dalam
Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 teniang
ketenagakerjaan. Dikatakan bahwa
peranjian kerja adalah perjanjian
antara pekerja dengan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja,
hak, kewagjiban para pihak. Dan
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Perjanjian kerja vyang dilakukan
sudah memenuhi persyaratan
sebagaimana dalam KUHPer dan
Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perjajian kerja dengan waktu
tertentu yang dibuat secara terfulis
sekurang-kurangnya memuat
mengenai hak dan kewajiban pekerja
dan pengusaha, namun  yang
terdapat pada PT. Karya Bina
Bersama lebih banyak mengatur hak
dan kewajiban pekerja daripada hak
dan kewsjiban pengusaha.

Menurut pengamatan penulis,
penulis beranggapan bahwa akibat
dari penerapan perjanjian kerja waktu
terfentu selama 2 tahun yang mulal
pada bulan Juni 2005 dan berakhir
pada bulan Juni tahun 2007 pare
pekerja mengeluhkan keadaan inl
karena berada dalam ruang lingkup
pekerjaan yang tidak aman dan
nyaman, karena  sewakiu-wakiu
dapat saja diberhentikan atau tidak
diperpanjang lagi masa kenanya.
Menghadapi posisi seperti ini, para
pekena tidak dapat berbuat banyak
karenz mereka tidak mempunyai
kesempatan dalam suatu forum yang
resmi untuk menyvampaikan aspirasi
mereka seperti melalui  lembaga
Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia,
selain ity pengusaha juga ftidak
pernah mendengarkan keinginan ini
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atau setidaknya melakukan
pembicaraan dengan para pekerja,
sehingga pada
menimbulkan  masalah  hubungan
ketenagakeraan.

Masalah hubungan
ketenagakerjaan merupakan masalah
yang membahas seluk-beluk manusia
dalam hubungan kerja sama dengan
pihak lain untuk mencapal tujuan
masing-masing dalam organisasi
kerja ataupun dalam perubahan.
Produktivitas kerja sangat penting
karena hal ini berhubungan dengan
keuntungan  perusahaan,  Unluk
memperoleh produktivitas yang tinggi
perlu diketahui adanya faktor-faktor
yang berhubungan dan
mempengaruhinya, antara lain yang
berupa semangat kerja, kepuasan
kerja dan lingkungan kerja. Dengan
semangat kerja yang  linggi,
diharapkan pekernaanya lebih cepat
selesai, absensi dapat diperkecil,
kerusakan dapat dikurangi,
kemungkinan perpindahan karyawan
dapat diperkecil, dan lain sebagainya
yang pada akhirnya ongkos-
ongkos/biaya menjadi  kecil dan

produktivitas kerja dapat
ditingkatian d Engan demikian
keuntungan perusahaan yang

menjadi salah satu tujuan utamanya
dapat direalisasi.

akhimya akan '

Namun peru dijelaskan juga
bahwa semangat kerja yang tinggi
akan banyak menguntungkan
perusahaan. Hal ini berarti pula
bahwa dengan turunnya atau
rendahnya semangat kerja maka
berari puwa perusahaan atau
organisasl kerja akan memperoleh
kerugian. Setiap perusahaan sangat
perlu mengetahui indikator turunnya
semangat kerja, karena dengan
demikian perusahaan akan dapat
mengambil tindakan pencegahan
ataupun pemecahan sedini mungkin
terhadap masalah yang akan muncul
di kemudian harinya
indikator turunnya semangat kerja
menurut Alex Nitisemito diantaranya:

produkiivitas

Adapun

1. Turunfrendahnya
kerja

2. Tingkat absensi yang tinggi/naik

3. Tingkat perpindahan  bumh
(labour turn over) yang tinggi

4. Tingkat
tinggi/naik

kerusakan yang

5. Kegelisahan terdapat di mana-
mana

6. Tuntutan yang sering kali terjadi

7. Pemogokan

Saat ini yang dihadapi PT.
Karya Bina Bersama berkisar seputar
tuntutan para pekerfa yang ftidak
dipenuhi oleh pengusahanya. Para




pekeria renuntut kenaikan upah/gai
karena menurut mereka penghasilar
vang diperoleh para pekerja setelah
pengumuman kenaikan Bahan Bakay
Minyak pada bulan Okiober 2005
sudah tfidak mencukupi kebutuhan
hidup para pekerja dalam membiayai
kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Suatu hubungan kerja, jika setelah si
pekerja melakukan pekerjaannya
dengan tunduk pada perintah
pengusaha, dalam rangka memenuhi
prestasinya seperti vyang telah
mereka buat di dalam perjanjian
kerfja, maka si pekera tersebut
berhak untuk mendapatkan upah,
ada dalam ketentuan Pasal 1802
KUHPer. Upah itulah yang
merupakan sarana penting bagi
pekerja guna melindungi pekerja
demi kelangsungan hidupnya beserta
keluarganya.

Melihat Keputusan Gubemur
Propinsi Daerah Khusus Ibukaota
Jakarta Nomor 2083 Tahun 2005
tentang Penetapan Upah Minimum
Propinsi  (UPM) Tahun 20068 di
Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dimana dijelaskan bahwa
upah minimum di propinsi daerah
khusus lbukota Jakarta sebesar Rp.
819.100 perbulan, Dan perusahaan
yang telah memberikan upah lebih
tinggi dar ketentuan UPM/Upah
Minimum Sektoral Propinsi Propinsi
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DKl Jakarta, dilarang mengurangi/
menurunkan upah sesuai dengan
ketentuan Pasal 17 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor, Per-
01/Men/1999 tanggal 12 Januan
19299 tentang Upah Minimur. '

Dari hasil pengamatan penulis,
para pekerja pada PT. Karya Bina
Bersama telah digaji sesuai dengan
upah minimum vyang dikeluarkan
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta Nomor 2093
Tahun 2005 tentang Penetapan Upah
Minimum Propinsi (UPM) Tahun 2006
di Propinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta yaitu sebesar Rp.B50.000.
Namun penghasilan tersebut menurut
para pekerja sudah tidak mencukupi
untuk menghidupi sanak keluarga
bagi para pekerja terutama vyang
telah berkeluarga. Sedangkan dari
pihak pengusaha pada awalnya
enggan menaikkan upah para pekerja
sebab para pekerja tersebut masih
terkat kontrak kerja pada perusahaan
selama 2 tahun yang dimulai pada
bulan Juni tahun 2005 dan berakhir
pada bulan Juni tahun 2007. Jika
melihat ketentuan Pasal 59 ayat (6)
Undang-undang No.13 Tahun 2003
fentang
“Pembaruan peranjian kerja waktu
tefentu hanya dapat diadakan
setelah melebihi masa tenggang
walktu 30 (tiga puluh) hari berakhimya

Ketenagakerjaan  yakni
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penanjian kerja waktu tertentu yang
lama, pembaruan perjanjian kerja
waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling
lama 2 (dua) tahun’.

Dari pasal tersebut di atas
tentang pembaruan peranjian kera
waktu terentu, penulis berpendapat
bahwa para pekerja terikat kontrak
kerja dengan pengusaha selama 2
tahun yang dimulai pada bulan Juni
fahun 2005 dan berakhir pada tahun
2007, atas dasar itulah pengusaha
enggan menaikkan upah para pekerja
karena kontrak kerfannya belum
berakhir, apabila pengusaha lidak
segera mengambil tindakan maka
tidak tertutup kemungkinan
perusahaan itu akan mengalami
kebrangkutan karena melihat tuntutan
para pekerja yang tidak dipenuhi oleh
pengusaha yang secara otomatis
akan mempengaruhi semangat kerja
dari para pekerja.  Akibatnya
penjualan berbagai macam jenis
karet mengalami penurunan seperti
yang telah diperlihatkan pada tabel-
tabel.

PT. Karya Bina Bersama melihat
keadaan parusahaan yang
mengalami  penurunan  penjualan
sepertl ini, pengusaha kemudian
mengambil kebijakan tersendin dalam
mengatasi rmasalah  yang  timbul
dalam perusahaannyz. Pengusaha

menjanjikan  kenaikan  upah/gaji
kepada para pekerja agar mendorong
semangat kera para pekerja yang
sempat menurun karena tuntutan
tidak dipenuhi kembali meningkat
seperli sedia kala. Berkat janj
tersebut para pekerja bekerna dengan
semangat penuh dan hasilnya
penjualan berbagai macam jenis
karet mengalami peningkatan pada
awal bulan Januar 2008. Setelah
melihat penjualan yang semakin
meningkat ini dan perusahaan
tersebut sedikit demi sedikit telah
terhindar dari masa-masa Kkrisisnya,
pengusaha menepati janjinya kepada
para pekerja vyaitu menaikkan
upahfgaji pokok para pekeranya
sebesar 10%.

Menurut pengamatan penulis,
tindakan dar pengusaha menaikkan
upahfgaji pokok para pekena sebesar
10% merupakan kebijakan dari
pengusaha itu sendir demi
melindungi  perusahaannya  dari
ancaman kebrangkutan karena
penjualan produk-produk  karet
mengalami penurunan yana
diakibatkan para pekerfa bekera
dengan semangat menurun karena
tuntutan kenaikan upah cileh para
pekerjz pada awalnya tidak digubris
oleh pengusaha..

Dengan dinaikkannya upah/gaji
pokok para pekerja secara tidak




langsung  akan  mengakibatke:
dibuatnya penanjian kontrak kenz
waktu tertentu yang baru antara para
pekerja dengan pengusaha namun
kontrak kera antara pekerja dan
pengusaha sebelumnya masih belum
berakhir sehingga hal i
bertentangan dengan  ketentuan
Pasal 59 ayat (6) Undang-undang
No.13 Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan. Dan dalam
ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-
undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa
apabila perjanjian kerja wakiu
tedentu yang tfidak memenuhi
ketenfuan sebagaimana dimeksud
dalam ayal (1), ayat (2), ayal (4), ayat
{5), dan ayat {(€) maka demi hukum
menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu.

Setelah para pekerfa dinaikkan
upah/gaji pokoknya oleh pengusaha
sebesar 10%, para pekeja tersebut
masih  terikat dalam  kontrak
peranjian kerja waktu tertentu
selama 2 tahun yang akan berakhir
pada bulan Januarn tahun 2008
dengan pengusaha padahal kontrak
peranjian kerja waktu terteniu yang
lama antara pekera dan pengusaha
yang dimulai pada bulan Juni tahun
2005 masih belum berakhir. Karena
pengusaha upahlfgaji
pokok para pekerja sebesar 10%

menzikkan
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maka kontrak kerja wakiu terentu
yang semula berakhir pada bulan
Juni tahun 2007 digantikan dengan
kontrak kerfa waktu terentu yang
baru antara pengusaha dan pekerja
yang akan berakhir pada bulan
Januari tahun 2008. Dan menurut
ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-
undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan seharusnya kontrak
peranjian kerja waktu tertentu antzra
pekerja dengan pengusaha tersebut
berubah menjadi perjanjian  kerja
waktu tidak tertentu.

Dari hasil pengamatan dan
wawancara yang diperoleh penulis
dari saudari Susanti yang bekerja
mengurusi Bagian Umum dan saudari
Lumi yang mengurusi Bagian
Administrasi/Pembukuan, maka
penulis berpendapat bahwa FPT.
Karya Bina Bersama bertentangan
dengan ketentuan pasal £9 ayat (/)
Undang-undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan karena para
pekerja masih  bekeja dengan
kontrak perfanjian kernga wakiu
tertentu dengan pengusaha selama 2
tahun yang dimulai pada bulan
Januari tahun 2006 yang berakhir
pada bulan Januan tahun 2008
Seharusnya para pekerja yang
berstatus pekerja waktu tertentu yang
masa kontraknya akan berakhir pada
bulan Juni tahun 2007 berubah
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statusnya menjadi pekera wakiu
tidak tertentu (tetap).

C. Penutup

Berdasarkan permasalahan
yang diangkat oleh penulis yaitu
mengenai masalah perubahan
perjanjian kerja terhadap status para
pekena waktu terfentu  setelah
kenaikan upah, maka oleh penulis
dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Para pekerja waktu tertentu PT.
Karya Bina Bersama menuntut
kenaikan upah pada pengusaha
akibat harga-harga kebutuhan
pokok naik yang disebabkan oleh
kenalkan harga BBM dan
pengusaha menolak tuntutan
kenaikan upah pekerja dengan
alasan surat peranjian kerja
belum berakhir. Perjanjian kerja
tersebut baru akan berakhir pada
bulan Juni tahun 2007,

2. Karena tidak terpenuhinya
tuntutan tersebut di atas oleh
pengusaha, maka berakibat
penjualan produk-produk  karet
dan semangal kerja menurun,
Oleh sebab iu, pengusaha
menjanjikan kenaikan upah pokok

sebesar 10% pada pekena yang
menyebabkan semangat kerda
para pekerja meningkat dan
penjualan produk-produk  kamet
juga mengalami peningkatan.
Dengan kenaikan tersebut,
pengusaha memperbarui
peranjian kera wakiu tertentu
pekerja sebelum berakhir masa
wakiu perjanjian kerjanya.

. Pembaruan  peranjian  kerja

tersebutl  berlentangan dengan
ketentuan Pasal 55 ayat (6)
Undang-Undang Nemer 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
yang berbunyi: “Pembaruan
peranjian kerfa waktu terlentu
hanya dapat diadakan setelah
melebihi masa tenggang waktu 30
(tiga puluh) har berakhirnya
perjanjian kerja waktu tertentu
yang lama, pembaruan perjanjian
kerjia waktu tertentu ini hanya
boleh dilakukan 1 (satu) kali dan
paling lama 2 {dua) tahun"
Pembaruan  perjanjian  kena
tersebut mengakibatkan status
pekerja waktu tertentu berubah
menjadi pekerja wakfu tidak
tertentu.
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